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ABSTRAK 

 

Penghapusan uang muka dalam praktik jual beli angsuran tanah kavling di 

Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

disebabkan oleh keterlambatan pembeli dalam melakukan pembayaran cicilan 

perbulannya. Penjual secara sepihak akan menghapus uang muka yang telah 

dibayarkan oleh pembeli di awal akad. Akar permasalahannya adalah 

penghapusan uang muka tersebut tidak tercantum dalam perjanjian dan tidak 

adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Selain itu, penghapusan uang muka 

tersebut menyebabkan bertambahnya jangka waktu cicilan, sehingga 

memberatkan bagi pembeli. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

praktik penghapusan uang muka (down payment) sebagai penyelesaian sengketa 

tunggakan dalam angsuran tanah kavling di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi 

syariah dan hukum positif tentang penghapusan uang muka (down payment) 

sebagai penyelesaian sengketa tunggakan dalam angsuran tanah kavling di Desa 

Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan 3 sumber data, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Penelitian 

ini bersifat deskriptif analisis. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif 

menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu bersumber dari Hukum Islam dan 

Hukum Positif. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan bahwa praktik penghapusan 

uang muka (down payment) sebagai penyelesaian sengketa tunggakan dalam 

angsuran tanah kavling dilakukan sebagai alternatif apabila pembeli tanah 

menunggak cicilan. Pihak penjual menghapus uang muka apabila pembeli sudah 

menunggak cicilan lebih dari 3 (tiga) bulan, bahkan untuk bulan pertama dan 

kedua pihak debitur sudah memberikan peringatan kepada kreditur.  Namun, yang 

menjadi akar permasalahan adalah penghapusan uang tersebut tidak adanya 

kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan. Praktik penghapusan uang muka 

(down payment) sebagai penyelesaian sengketa tunggakan dalam angsuran tanah 

kavling tersebut belum sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hal itu 

dikarenakan syarat jual beli belum terpenuhi, yaitu kesepakatan kedua belah 

pihak. Dalam kasus ini tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait 

dengan penghapusan uang muka apabila terjadi penunggakan dalam pembayaran. 

Selain dihapusnya uang muka, ada penambahan jangka waktu pembayaran cicilan 

yang tudak dijelaskan dalam surat perjanjian jual beli. Dalam hukum Islam 

tunggakan tersebut terhitung sebagai utang, Islam mengajarkan memberikan 

penangguhan bagi yang belum mampu membayar. Kemudian dalam pandangan 

hukum positif praktik penghapusan uang muka tersebut tidak sesuai dengan 

konsep jual beli yang mengharuskan adanya kesepakatan dan persetujuan kedua 

belah pihak. Sedangkan dalam praktik jual beli tersebut penghapusan uang muka 

dilakukan salah satu pihak saja yaitu pihak penjual tanah kavling.  Tentunya hal 

ini merugikan pihak pembeli tanah kavling. 

 

Kata Kunci : Jual Beli Angsuran, Uang Muka. 
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MOTTO 

 

                           

        

 ﴾٢٢٢البقرة : ﴿

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” 

(QS. Al-Baqarah [2] : 282) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik 

di atas) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik 

di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 



xii 
 

xii 
 

 Ḍad Ḍ ض
De (dengan titik 

di bawah) 

 Ṭa Ṭ ط
Te(dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik 

di bawah) 

 ʽAin ʽ____ Apostrof Terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qof Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah ___‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye م

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اى 

 Kasrah I I اً 

 Ḍammah U U اي 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan Ya Ai A dan I نىٍ 

  Fatḥah dan Wau Au A dan U نػىوٍ 

 
Contoh:  

 Haula : ىىوٍؿى            Kaifa :كىيٍفى 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

... مى   │ ا  ى  … Fatḥah dan Alif 

atau Ya 
Â a dan garis di atas 

ًِ ػػػي  Kasrah dan Ya Î i dan garis di atas  

 Ḍammah dan Wa ػيػػػو

u 
Û u dan garis di atas  

 Mâta :  مىاتى 

 Ramâ :  رىمىي
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 Qîla :  قًيلى 

 Yamûtu  :   يَىيوٍتي 

4. Ta’ Marbȗṭah 

Transliterasi untuk ta’ marbȗṭah ada dua, yaitu: ta’ marbȗṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah (t). Sedangkan ta’ marbȗṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah (h).  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbȗṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbȗṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

 Rauḍah al-Aṭfâl : رىكٍضىةي اٍلأىطٍفىاؿى 

دًيػٍنىةي الٍفىاضًلىةي   Al-Madînah al-Fâḍilah : اىلٍمى

 Al-Ḥikmah :  اىلًٍْكٍمىةي 

5. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydîd ( ٌِ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 Rabbanâ :  رىبػَّنىا

نىا  Najjainâ :  نَىَّيػٍ

 Al-Haqq :  اىلْىٍق  

 Al-Ḥajj :  اىلْىٍج  

 Nuʽimma :  نػيعِّمى 

 ʽAduwwun :  عىديك  
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Jika huruf م ber-tasydîd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ٌػػػًي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (î). Contoh: 

 ʽAlî (bukan „Aliyy atau „Aly) :      عىلًي  

 ʽArabî (bukan „Arabiyy atau „Araby) :      عىرىبً  

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ 

(alif lâm maʽrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

 Al-Syamsu (bukan Asy-Syamsu) : اىلشَّمٍسي 

 Al-Zalzalah (bukan Az-Zalzalah) : اىلٍزىلٍزىلىةي 

 Al-Falsafah : اىلٍفىلٍسىفىةي 

 Al-Bilâdu : اىلٍبًلاىدي 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contohnya: 

 Ta’murȗna : تىأٍميريكٍفى 

 ’Al-Nau :  اىلٍنػىوٍءي 

 Syai’un :  شىيٍئه 

 Umirtu : أيمًرٍتي 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’ân), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh: 

Fî Ẓilâl al-Qur’ân 

Al-Sunnah qabl al-Tadwîn 

Al-‘Ibârât bi ‘ȗmum al-lafẓ lâ bi khuṣuṣ al-Sabab 

9. Lafẓ al-Jalâlah (اللّه) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

اللَّوً  دًيٍني   : Dînullâh       ًللَّوً : با     

Billâh 

Adapun ta’ marbȗṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalâlah, 

ditransliterasi dengan (t). Contoh: 

اللَّوً ىيمٍ فِ رىحٍْىةً   : Hum fî Rahmatillâh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
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awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari 

kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK dan DR). Contoh: 

Wa mâ Muhammadun illâ rasȗl 

Inna awwala baitin wuḍiʽa linnâsi lallażi bi Bakkata mubârakan 

Syahru Ramaḍân al-lażî unzila fîh Al-Qur’ân 

Naṣir al-Dîn al-Ṭȗsî 

Abȗ Naṣr al-Farâbî 

Al-Gazâlî 

Al-Munqiż min al-Ḍalâl 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari 

kehidupan bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia 

selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Allah Swt. telah 

menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, 

supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala 

urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa 

menyewa, bercocok tanam atau yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan 

sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan 

masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain 

pun menjadi teguh.
1
 

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam 

berusaha semaksimla mungkin melaksanakan semua syari‟ah (aturan) Islam di 

segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). 

Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah. Salah satu dari bentuk 

muamalah adalah jual beli, di mana pihak penjual dan pembeli sepakat untuk 

melakukan suatu jual beli dengan harga yang disepakati. Pada prinsipnya jual 

beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syariah 

Islam, bahkan usaha jual beli itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan 

                                                           
1
 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278. 
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jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan 

benar-benar harus berdasarkan prinsip syariah Islam.
2
 

Jual beli merupakan sarana yang paling tepat bagi masyarakat untuk 

mendatangkan berbagai barang dan kebutuhan yang mereka perlukan, karena 

tidak semua orang mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri, maka sarana yang mudah dan tepat tersebut adalaha jual beli.  

Menurut istilah syara‟ jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. 

Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang 

dibenarkan syara‟.
3
 

Jual beli dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, “Jual beli adalah 

suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan”.
4
 

Dalam Islam, jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat 

dan rukun, seperti syarat akad (ijāb qabūl), syarat pelaku akad, dan syarat 

pada barang yang akad diakadkan.  Ijāb qabūl harus disyaratkan adanya 

kesesuaian antara ijāb dan qabūl terhadap barang yang diperjualbelikan. Bagi 

pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. 

Sedangkan syarat barang akad, yaitu harus suci, manfaat, milik orang yang 

melakukan akad, mampu diserahterimakan oleh pelaku akad, mengetahui 

                                                           
2
Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Mumalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 3. 

3
Ibid. 

4
Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), 366. 
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status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan 

akad.
5
 

Transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allat Swt. adalah suka 

sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu  

yang bermanfaat dalam kehidupan dunia. Jual beli pada dasarmya dibolehkan 

dalam Islam.
6
 Kebolehan ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat An-

Nisā [4] ayat 29 : 

                         

                     

 ﴾ ٢٢﴿النٌيثاء:

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”7 (QS. An-Nisā [4] : 29) 

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang kaum 

muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil, konteks ini  memiliki 

arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan 

dengan syara‟ seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir/judi) 

atau mengandung unsur ghārār, selain itu ayat ini juga memberikan 

                                                           
5
Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52. 

6
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta:UHPress, 2004), 11-12. 

7
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Yogyakarta: 

Kumudasmoro Grafindo, 1974), 122. 
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pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus 

memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.
8
 

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang mana dapat 

memicu suatu persoalan dalam kehidupan seseorang dari segala lapisan yang 

ada dalam masyarakat. Hal tersebut dipicu dengan adanya suatu krisis 

ekonomi. Terlebih lagi pada masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan 

pendapatan masyarakat menurun dengan drastis.
9
 Itu sebabnya banyak 

masyarakat banyak pengusaha beralih dalam kegiatan jual beli. Dalam Islam 

diajarkan bahwasannya seorang pengusaha atau wirausahawan muslim tidak 

hanya berinvestasi dalam ekonomi semata tetapi juga untuk mendapatkan 

keridhaan Allah Swt.
10

 Namun, dalam Islam kegiatan pada jual beli dilarang 

merugikan orang lain, sehingga akan tercapainya suatu kemaslahatan 

umat.Sesuai dengan Firman Allah  Swt. pada Surah Al-Baqarah [2] : 275: 

                        

                                

                            

                      

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

                                                           
8
 Dimyauddin Djuwaini, Pegantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

70. 
9
Heni Noviarita, Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal 

Akuntansi Dan Pajak, Vol. 2, No. 2 (2021), 3. 
10

Heni Noviarita, Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga Dan Pelatihan Kewirausahaan 

Gender Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3 (2021), 

1192. 
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lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] :275) 

 

Salah satu bentuk dari praktik jual beli ialah jual beli secara kredit 

(angsuran) atau baiʽ al-taqsȋṭ dimana dengan suatu kesepakatan dari para 

pihak untuk melakukan transaksi suatu barang dengan harga tertentu dalam 

jangka waktu tertentu atau pembayaran yang ditangguhkan. Jual beli kredit 

harganya bisa saja menjadi lebih rendah apabila pembayaran serta 

pembeliannya dilakukan di waktu-waktu yang relatif cepat, sebaliknya 

apabila tanggung jawab waktu pada kesepakatan awal lebih lama, maka 

pembayarannya menjadi lebih tinggi.
11

 

Pada dasarnya jual beli sistem kredit atau baiʽ al-taqsȋṭ ini adalah 

penjualan yang fleksibel, di mana tinggi atau rendahnya harga pembayaran 

tergantung pada jangka waktu pelunasan yang disanggupi oleh konsumen, 

adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, dan waktu yang cepat. Maka 

jumlah keseluruhan dari pembayaran menjadi kecil, sebaliknya apabila 

melakukan pencicilan pembayaran dengan waktu yang panjang atau relatif 

lama dapat mengakibatkan keseluruhan pembayaran menjadi besar. Adapun 

perihal kesepakatan yang dibuat para pihak, haruslah dilakukan sepenuhnya 

                                                           
11

Ibid., 71. 
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oleh pembeli untuk melunasi pembayaran dari barang yang dibeli dari jangka 

waktu tertentu.
12

 

Dunia bisnis diwarnai dengan persaingan yang cukup ketat.
13

 Itu 

sebabnya banyak masyarakat atau pengusaha yang berlomba-lomba untuk 

memajukan usaha mereka, tak terkecuali pengusaha tanah. Tanah merupakan 

kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta 

melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap manusia baik secara 

langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. 
14

 

Tanah yang dimaksud disini adalah tanah yang telah ditentukan 

ukuran dan batas tanah itu sendiri atau sering disebut tanah kavling. 

Penjualan tanah secara kavling tersebut wajar adanya bila dilakukan secara 

kredit, karena harga tanah yang sangat mahal, maka pembelian secara tunai 

pun relatif sulit dilakukan. Tentunya dalam jual beli tanah secara kredit ini 

menggunakan uang muka (down payment) sebagai tanda jadi untuk 

menguatkan terbentuknya itikad baik dari masing-masing pihak bahwa 

pembeli ingin membeli tanah tersebut. Sedangkan untuk besarnya uang muka 

ditentukan oleh pihak penjual. 

Terkadang dalam setiap kegiatan muamalah khususnya jual beli 

terjadi hal-hal yang di luar dari kesepatakan kedua belah pihak, salah satunya 

adalah wanprestasi baik dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam kasus 

jual beli kredit tanah kavling di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung 

                                                           
12

Ibid. 
13

Heni Noviarita, dkk, Analisis Penangan Keluhan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT 

BPRS Seprovinsi Lampung, Islamic Economics Journal, Vol. 6 No. 1 (Juni 2020), 28. 
14

Al-Amin Ahmad, Jual Beli Kredit (Jakarta: Gema Insani, 1998), 43. 
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Kabupaten Lampung Selatan, apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi 

yaitu terjadi penunggakan dalam pembayaran cicilannya, maka pihak penjual 

akan menghapus uang muka (down payment) yang telah dibayarkan oleh 

pihak pembeli. Kemudian nantinya akan ada penambahan jangka waktu 

dalam pembayaran cicilan dari jual beli tanah kavling tersebut. Penghapusan 

uang muka (down payment) tersebut sudah bukan hal yang asing lagi, namun 

sudah seperti kebiasaan atau ‘urf yang terjadi di masyarakat. 

Desa Margo Lestari merupakan desa yang memiliki tingkat penjualan 

tanah yang cukup tinggi. Karena desa tersebut masih memiliki bidang tanah 

kosong yang cukup luas. Sehingga minat konsumen (pembeli) pun tinggi. Tak 

heran jika usaha dalam bidang jual beli tanah kavling menjadi salah usaha 

yang diminati oleh banyak orang terutama masyarakat yang memiliki tanah 

yang banyak dan luas. Praktik jual beli kredit tanah kavling menjadi salah 

satu usaha yang menjanjikan, selain karena harga tanah untuk setiap tahunnya 

naik juga karena kebutuhan masyarakat akan tanah semakin tinggi, baik untuk 

mendirikan bangunan, untuk bidang pertanian, maupun hanya sekedar 

sebagai asset pribadi (investasi). Tercatat untuk pertahunnya penjual tanah 

kavling tersebut bisa menjual tanah mereka kurang lebih 7-10 Ha/tahun. 

tentunya jumlah tersebut cukup relatif berubah tergantung dengan minat dan 

kebutuhan tanah kavling pembeli tanah.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sonjaya,S.H selaku kepala 

Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung, beliau menyatakan bahwa praktik 

jual beli kredit tanah kavling biasa terjadi di Desa Margo Lestari. Hal itu 
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disebabkan karena masyarakat Desa Margo Lestari masih banyak yang 

memiliki tanah dengan ukuran yang cukup luas.  Sehingga pemilik tanah 

tertarik untuk menjual tanah mereka dengan cara dikavlingkan. Untuk sistem 

pembayarannya dilakukan secara kredit, mengingat harga tanah mahal. 

Tentunya dalam praktik jual beli tanah kavling, pembeli harus membayar 

uang muka sebagai tanda jadi pembelian tanah kavling tersebut. 

Dalam praktik jual beli kredit tanah kavling, mulanya penjual dan 

pembeli tanah melakukan akad jual beli angsuran tanah kavling, setelah 

kedua belah pihak sepakat maka terjadilah perjanjian beli tersebut. Kedua 

belah pihak sama-sama mengetahui terkait hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Hal-hal tersebut tercantum dalam akta jual beli kredit. Kemudian, 

pihak pembeli akan membayarkan uang muka Rp 5.000.000,00,- (sesuai 

dengan kesepakatan). Dengan adanya uang muka (down payment) yang telah 

dibayarkan oleh pembeli, maka sisa dari jumlah pembelian tanah kavling 

tersebut merupakan kewajiban pembeli untuk melunasinya secara bertahap 

sesuai dengan besarnya jumlah cicilan yang telah disepakati oleh para pihak. 

Yang menjadi permasalahan di kemudian hari adalah adanya pembeli yang 

menunggak dalam pembayaran cicilan sehingga menyebabkan uang muka 

yang dibayarkan di awal akad oleh pihak pembeli dihapuskan dan otomatis 

jangka waktu cicilan menjadi bertambah. Padahal baik penghapusan uang 

muka dan penambahan jangka waktu cicilan tersebut tidak disebutkan di awal 

akad perjanjian jual beli kredit tanah kavling tersebut. 



9 
 

 
 

Penghapusan uang muka (down payment) tersebut diduga hanya 

kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak penjual tanah. Artinya tidak ada 

kesepakatan kedua belah pihak terkait penghapusan uang muka (down 

payment) dan penambahan jangka waktu cicilan angsuran tanah tersebut. 

Penghapusan uang muka tersebut pun tidak disebutkan dalam akad awal 

perjanjian. praktik jual beli tanah kavling dengan sistem penghapusan uang 

muka (down payment) merupakan kebiasaan (‘urf) yang sudah dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu diadakannya 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Penghapusan Uang Muka (Down 

Payment) Sebagai Penyelesaian Sengketa Tunggakan Dalam Angsuran Tanah 

Kavling Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum 

Positif di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung  Kabupaten Lampung 

Selatan.” 

B. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada 

penghapusan uang muka (down payment) sebagai penyelesaian sengketa 

tunggakan dalam angsuran tanah kavling ditinjau dari perspektif hukum 

ekonomi syariah dan hukum positif di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan  di atas, 

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur (penjual tanah) 

kepada debitur (pembeli tanah) yang disebabkan tunggakan dalam 

pembayaran angsuran oleh debitur (pembeli tanah). 

b. Penghapusan uang muka (down payment) menjadi kebiasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat serta penambahan jangka waktu cicilan 

secara sepihak yang dilakukan oleh pihak kreditur (penjual tanah) 

kepada pihak debitur (pembeli tanah) dalam praktik jual beli angsuran 

tanah kavling. 

2. Batasan Masalah 

Tema atau pembahasan yang menjadi fokus dari peneliti dalam 

penelitian ini adalah penyelesaian sengketa tunggakan dalam jual beli 

angsuran dengan penghapusan uang muka (down payment) dan 

penambahan jangka waktu cicilan debitur (pembeli tanah) secara sepihak 

oleh pihak kreditur (penjual tanah). 

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan 

berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan 

pada hal-hal berikut: 

a. Penyelesaian sengketa tunggakan dalam jual beli angsuran tanah 

kavling dengan penghapusan uang muka (down payment) dan 

penambahan jangka waktu cicilan debitur (pembeli tanah) secara 

sepihak oleh pihak kreditur (penjual tanah). 
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b. Analisis teori maqâṣid al-syariah dan teori ‘urf dalam penyelesaian 

sengketa tunggakan dalam jual beli angsuran tanah kavling di Desa 

Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut? 

1. Bagaimana praktik penghapusan uang muka (down payment) sebagai 

penyelesaian sengketa tunggakan dalam angsuran tanah kavling di Desa 

Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang 

penghapusan uang muka (down payment) sebagai penyelesaian sengketa 

tunggakan dalam angsuran tanah kavling di Desa Margo Lestari 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang 

dilakukan ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, antara lain: 

1. Untuk mengetahui praktik penghapusan uang muka (down payment) 

sebagai penyelesaian sengketa tunggakan dalam angsuran tanah kavling di 

Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif 

tentang penghapusan uang muka (down payment) sebagai penyelesaian 

sengketa tunggakan dalam angsuran tanah kavling di Desa Margo Lestari 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya mengenai penyelesaian tunggakan 

dalam jual beli angsuran tanah kavling. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan 

menambah khazanah kelimuan atau wawasan pengetahuan di bidang 

hukum Islam, terutama hukum ekonomi Syariah di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat berkenaan dengan sengketa jual beli angsuran tanah 

kavling. 

b. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Program 

Studi Pascasarjan Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

3. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-

rekan yang membutuhkan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai 

sumbangan penulis kepada almamater Universitas Islam Raden Intan 

Lampung. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu di bidang 

pendidikan terkhusus di bidang hukum ekonomi Syariah. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di 

Universitas Islam Raden Intan Lampung. 

G. Tinjauan Pustaka 

Pembahasan terkait jual beli tanah sangatlah dinamis serta menambah 

wawasan intelektual untuk yang memerlukannya. Hingga saat ini tema yang 

berkaitan senantiasa menarik dan terus tumbuh di dalam pengkajiannya. Pun 

dalam kajian pustaka di dalam bentuk karya ilmiah dengan tema jual beli 

tanah kavling ditemukan pada penelitian setingkat tesis. Beberapa karya 

ilmiah yang turut membahas tema tentang jual beli tanah adalah sebagai 

berikut: 

1. Santia Oktaviana, Penelitian Jurnal Pada Tahun 2019 dengan judul jurnal, 

“Wanprestasi Pembeli Dalam Pembayaran Angsuran Perjanjian Jual Beli 

Tanah Kavling Muslim Pada Pengusaha Riil Property di Kota Pontianak.” 

Permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah perjanjian jual 

beli tanah kavling dilakukan antara Riil Property dan pembeli. Kebutuhan 

tanah di Indonesia semakin meningkat sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan menimbulkan adanya praktik jual beli tanah. Seperti 

halnya  kegiatan  jual  beli  tanah  kavling  antara  Riil  Property  dan 

pembeli disepakati bahwa jual beli tanah dilakukan secara angsuran 

dengan harga jual tanah yang bervariasi sesuai dengan ukuran tanahnya, 

yakni yang paling murah seharga Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta 

rupiah) untuk ukuran tanah panjang 18 m, lebar 9,5 m, yang paling mahal 

tanah dengan ukuran panjang 18 m dan lebar 10 m dengan harga yang 
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disepakati harganya Rp.22.000.000,00,- (dua puluh dua juta 

rupiah),  uang  panjar sebesar Rp.1.000.000,00 ,- dan  sisanya 

dibayar  secara angsuran sebanyak 40 kali angsuran atau selama 40 bulan. 

Namun kenyataannya pihak pembeli tidak memenuhi kewajibannya 

membayar uang angsuran harga tanah sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati dalam perjanjian meskipun telah diberikan peringatan oleh 

pihak Riil Property. 

Adapun  hasil  penelitian  sebagai  berikut:  Adanya pihak 

pembeli  yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran 

meskipun telah diberi teguran.  Bahwa faktor  penyebab  pembeli 

tanah  wanprestasi adalah digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti 

biaya sekolah anak serta biaya berobat. Akibat hukum bagi pembeli tanah 

yang wanprestasi adalah dikenakan denda dari Pengusaha Riil Property.
15

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang wanprestasi yang 

dilakukan oleh pihak pembeli karena tidak membayar angsuran dan 

penjual memberikan denda kepada pembeli tersebut. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang penghapusan uang 

muka apabila pembeli terlambat membayar angsuran. 

2. Indah Puspita Arum, penelitian jurnal pada tahun 2016 yang berjudul, 

“Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Uang Muka Pembelian 

Rumah Apabila Tidak Dapat Melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli 

                                                           
15

 Santia Oktaviana, “Wanprestasi Pembeli Dalam Pembayaran Angsuran Perjanjian Jual 

Beli Tanah Kavling Muslim Pada Pengusaha Riil Property di Kota Pontianak”, Jurnal Fatwa 

Hukum Faculty of Law Universitas Negeri Pontianak, Vol 2, No 2 (2019), 2. 
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Sesuai Waktu yang telah Ditentukan”. Permasalahan dalam Jurnal ini 

adalah Pembayaran uang muka pada transaksi pembelian rumah 

didasarkan pada PPJB dan surat pemesanan rumah dalam penentuan waktu 

penandatangan akta jual beli. Pada pembelian secara KPR maka ketentuan 

penandatanganan akta jual beli akan diberi tenggang waktu yang dapat 

lampau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SPPK. Lampaunya waktu 

akan menyebabkan SPPK hangus dan penandatangan akta jual beli batal 

dilaksanakan. Pemberlakukan klausula baku yang cenderung merugikan 

konsumen. 

Hasil penelitian dalam Jurnal ini dapat diketahui bahwa penerapan 

klausula baku masih digunakan oleh developer dalam pembuatan surat 

pemesanan rumah maupun PPJB. Hal ini berkaitan dengan isi hingga 

penentuan waktu penandatanganan akta jual beli yang berimbas pada 

ketentuan konsumen dinyatakan wanprestasi dan dikenai denda. Pada 

putusan pengadilan nomor 937K/Pdt.Sus/2010 terdapat sengketa antara 

konsumen dengan developer perihal hangusnya uang muka yang sudah 

dibayarkan dengan keterlambatan penandatanganan akad kredit yang 

berhubungan dengan penandatanganan akta jual beli sehingga 

menyebabkan pelaksanaan klausula baku yang telah ditentukan sepihak 

oleh developer. Ketentuan mengenai klausula baku pada pembelian rumah 

masih kurang spesifik mengingat transaksi jual-beli rumah merupakan 

transaksi yang tidak bisa dilakukan secara cepat karena dibutuhkan proses 

pembayaran uang muka hingga penandatanganan akta jual beli sehingga 
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dapat meminimalisir pemberlakukan klausula baku yang merugikan 

konsumen. Pengadilan dapat membatalkan Surat Pemesanan Rumah dan 

PPJB untuk menerapkan hukum perlindungan konsumen.
16

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah dalam penelitian terdahulu terfokuskan kepada 

penghapusan uang muka apabila terjadi keterlambatan penandatanganan 

akta jual beli, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah penghapusan uang muka apabila terjadi tunggakan dalam 

pembayaran angsuran cicilan tanah kavling. 

3. Rendiyan Ramdhan, penelitian Jurnal pada tahun 2022 yang berjudul, 

“Akibat Hukum Jual Beli Tanah Kredit Perumahan Rakyat Melalui Oper 

Kredit.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah Perjanjian jual-beli 

dibawah tangan dapat merugikan pihak pembeli apabila pihak penjual 

tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sehingga 

menimbulkan gugatan. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana 

kekuatan hukum jual beli di bawah tangan tanah dan bangunan KPR-BTN 

di Perumahan Villa Intan III Blok P.7 No.7 Cirebon dan bagaimana akibat 

hukum terhadap perolehan hak atas tanah pasca putusan Pengadilan Negeri 

tersebut dikeluarkan. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil 

penelitian jurnal ini yaitu pertama sebelum adanya putusan, kekuatan 

hukum mengenai jual-beli dibawah tangan tidak kuat dan tidak aman 

karena tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah sedangkan setelah 

                                                           
16

Indah Puspita Arum, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Uang Muka 

Pembelian Rumah Apabila Tidak Dapat Melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli Sesuai 

Waktu yang telah Ditentukan”, Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 4 (2016). 
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adanya putusan PN Cirebon No.38/Pdt.G/20l6/PN.Cbn, maka jual-beli 

dibawah tangan tersebut adalah sah memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat dan kuat, kedua yaitu BTN harus menyerahkan sertipikat tanah 

dan bangunan tersebut kepada pembeli untuk dibalik nama atas nama 

pembeli, yang telah beralih hak atas tanahnya. 

Hasil penelitiannya adalah bahwa keputusan hakim telah sesuai 

kecuali Pasal l457 KUHPerdata sebagai pertimbangan karena setelah 

adanya UUPA maka buku II KUHPerdata sudah tidak berlaku dan jual-

beli yang berkaitan dengan tanah menggunakan UUPA. Sedangkan jual-

beli secara umum menggunakan Pasal l457 KUHPerdata.
17

  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah dalam penelitian terdahulu fokus masalah terletak 

pada jual beli kredit tanah di bawah tangan serta hukum bagi jual beli 

tersebut, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah jual 

beli kredit tanah kavling dengan penghapusan uang muka apabila terjadi 

tunggakan dalam pembayaran cicilannya. 

4. Fanny Dwi Lestari, penelitian tesis pada tahun 2017 di Program 

Pascasajana Universitas Sumatera Utara, dengan judul tesis, “Analisis 

Yuridis Kedudukan Hukum Pembeli Tanah Kavlingan Akibat Pembatalan 

Akta Pengikatan Jual Beli Antara Developer Dan Pemilik Tanah Utama 

(Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang)”. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan pemilik tanah 
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 Rendiyan Ramdhan, penelitian Jurnal pada tahun 2012 yang berjudul “Akibat Hukum 

Jual Beli Tanah Kredit Perumahan Rakyat Melalui Oper Kredit, Jurnal Notarius, Vol 15, No 2 
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utama dengan developer dikarenakan pembayaran jual beli tanah tersebut 

dengan cicilan dan tanah tersebut belum bersertifikat. Dalam 

pelaksanaannya banyak terjadi hambatan, salah satunya apabila terjadinya 

pembatalan perjanjian dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan 

developer. Permasalahannya adalah apabila developer telah mengalihkan 

bidak tanah tersebut perkavling dan telah beralih kepada pihak 

ketiga/pembeli tanah kavling. Pihak pembeli tanah telah beritikad baik dan 

telah menguasai tanah. Maka pihak developer harus bertanggungjawaban 

kepada pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dimana pendekatan 

terhadap permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis 

normatif, yang merupakan proisedur penelitian yang menekankan pada 

sumber sekunder, baik berupa peraturan hukum, teori hukum, ataupun 

menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sehinga ditemukan 

asas-asas hukum yang menyatakan tanggung jawab developer dan 

kedudukan hukum pihak ketiga pembeli tanah kavling. 

Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab developer adalah 

mengembalikan segala uang dan kerugian oleh pihak ketiga pembeli tanah 

kavlingan. Akibat hukum adanya pembatalan perjanjian jual beli ini adalah 

berdasarkan asas perjanjian bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan 

perjanjian awal yang mengandung cacat hukum, maka perjanjian tersebut 

ikut menjadi cacat hukum, sedangkan apabila alas hak awal cacat hukum 

maka pengalihannya menjadi batal. Pihak pembeli tanah kavlingan 
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tersebut seharusnya tetap mendapatkan perlindungan hukum karena 

adanya asas itikad baik, sehingga pihak pembeli tanah kavlingan berhak 

menuntut kepada developer atas kerugian yang dialaminya.
18

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah fokus permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian 

terdahulu meneliti tentang permasalahan akta pembatalaan perikatan 

dalam jual beli tanah kavling, sedangkan fokus permasalahan yang dibahas 

oleh peneliti adalah penghapusan uang muka dalam jual beli tanah kavling. 

5. I Nyoman Yuliarta Bayu Pramana, penelitian tesis pada tahun 2005 di 

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dengan judul tesis, 

“Pelaksanaan Jual Beli Tanah Kavling di Kota Denpasar Bali.” 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah keterbatasan lahan ( tanah ) dan 

kebutuhan masyarakat akan lahan (tanah) di Kota Denpasar yang semakin 

meningkat mengakibatkan lahan (tanah) diperjual belikan dalam bentuk 

kavling baik oleh perusahaan swasta maupun masyarakat perorangan yang 

menimbulkan masalah dalam hal pelaksanaan jual beli dan perlindungan 

hukum bagi konsumen (pembeli) yang membutuhkan penanganan segera 

untuk dilakukan penelitian dalam rangka mencari solusi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah 

data primer dan data sekunder. Sampel diambil dengan cara non random 

sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan 
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menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana 

sesungguhnya pelaksanaan jual beli tanah kavling di Kota Denpasar. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah 

kavling di Kota Denpasar dapat dilaksanakan oleh pengembang atau 

masyarakat perorangan yang memberikan kuasa kepada pengembang 

untuk mengkavling tanah mereka dengan konsumen (pembeli) yang 

dilaksanakan dengan atau tanpa membuat akta jual beli di PPAT. Jual beli 

dihadapan PPAT akan mendapat perlindungan hukum apabila terjadi 

sengketa pemilikan tanah kavling sedangkan dalam jual beli tanah kavling 

yang dilaksanakan di bawah tangan, konsumen (pembeli) harus 

membuktikan sendiri kepemilikannya atas tanah kavling tersebut.
19

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah fokus permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian 

terdahulu meneliti tentang adalah perlindungan konsumen dalam jual beli 

tanah kavling., sedangkan fokus permasalahan yang dibahas oleh peneliti 

adalah penghapusan uang muka dalam jual beli tanah kavling. 

H. Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran 

1. Kajian Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah al-bai’ dan ‘Urf yang digunakan 

sebagai kacamata dalam melihat dan menyinkronkan terkait penghapusan 

uang muka (down payment) sebagai penyelesaian sengketa tunggakan 
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dalam jual beli angsuran tanah kavling dalam perspektif hukum ekonomi 

syariah dan hukum positif. Oleh karena itu, bisa dilakukan pencarian titik 

temu antara beberapa elemen tersebut. 

a. Teori Maqâṣid Al-Syarîʽah 

1) Pengertian Maqâṣid Al-Syarȋʽah 

Secara etimologi maqâṣid syariah merupakan istilah 

gabungan dari dua kata maqâṣid dan al-syarȋʽah. Maqâṣid adalah 

bentuk plural dari maqṣȗd, qaṣd, maqṣad atau quṣȗd yang 

merupakan derivasi dari kata kerja qaṣada-yaqṣudu, dengan 

beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara 

etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air 

ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok 

kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al-nuṣȗṣ al-

muqaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang 

muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran 

manusia. Secara terminologi, maqâṣid al-syarȋʽah dapat diartikan 

sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak 

direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah Swt) dibalik pembuatan 

syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari 

teks-teks syariah.
20
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2) Manfaat dan Tujuan Syariah 

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum 

syariah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (maqâṣid), 

pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun 

dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-

Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu 

kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan 

keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.
21

 

Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di 

atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari 

maqâṣid syariah ialah maslahah. Dengan demikian tidak ada 

salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian 

maslahah agar pemahaman tentang maqâṣid al-syarȋʽah menjadi 

semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai 

oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya 

bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga 

semua manusia secara keseluruhan.
22

 

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah maqâṣid 

syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk 

dilaksanakan sesuai dengan maqâṣidnya agar kehidupan manusia 
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yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan 

dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.
23

 

3) Manfaat dan Tujuan Syariah 

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum 

syariah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (maqâṣid), 

pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun 

dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-

Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu 

kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan 

keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.
24

 

4) Konsep Maqâṣid Al-Syarȋʽah 

Maqâṣid syariah ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan 

oleh syari‟ (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-

hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqâṣid syariah ialah tujuan 

akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik 

setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf 

menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa 

manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqâṣid 

syariah merupakan lanjutan dari konsep maslahah. Maslahah, 

menurut syara‟ dibagi menjadi tiga, yaitu maṣlaḥah muʽtabarah 

(didukung oleh syara‟), maṣlaḥah mulgâh (ditolak syara‟) dan 

maṣlaḥah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara‟, 

                                                           
23

Ibid., 46. 
24

Ibid., 7. 



24 
 

 
 

namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur‟an dan al-

Hadist).
25

 

5) Unsur-Unsur Maqâṣid Al-Syarȋʽah 

Rumusan maqâṣid  itu terbagi kepada dua, yaitu: pertama, 

qaṣd al-syarʽi yang bermakna tujuan pencipta hukum, yakni terdiri 

dari beberapa aspek yakni: tujuan utama pencipta hukum dalam 

melembagakan hukum itu sendiri, tujuan melembagakan hukum 

adalah supaya dapat dipahami dan untuk menuntut kewajiban 

taklîfî serta memasukkan mukallaf ke dalam perintahnya. Kedua, 

qaṣd al-mukallaf (kondisi mukallaf dalam memahami hukum) yang 

terkait dengan maṣlaḥah baik tingkatannya, ciri-cirinya, 

relevansinya dan keabsolutannya. Aspek lain ialah dimensi taklîf 

yang dapat dipahami oleh subjeknya, tidak terbatas pada kata-

katanya namun juga pemahaman budayanya. Dalam rangka 

mewujudkan maṣlaḥah di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian 

para ahli uṣȗl al-fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara 

dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta.
26

  

a) Memelihara Kemaslahatan Agama 

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia 

agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan 

makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt 
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yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus 

dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik 

dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksternnya.
27

 

b) Memelihara Jiwa 

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan 

pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang 

dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, 

maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qiṣâṣ 

dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang 

serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua 

ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia 

selama hidup di dunia ini.
28

 

c) Memelihara Akal 

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang 

membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan 

akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari 

permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal 

lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan 

hidupnya sebagai manusia. Oleh karena itu Allah swt 

mengharamkan minum minuman keras dan menghukum 
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pelakunya dengan hukuman ḥad. Di samping itu juga ada 

larangan untuk mengkhayal.
29

 

d) Memelihara Keturunan 

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan 

perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab 

itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan 

dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka 

memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan 

mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah swt mengakui 

garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan 

tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah 

swt tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk 

masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah swt) dan 

horizontal (sosial) tidak ada kehormatan yang dimiliki 

berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan.
30

 

e) Memelihara Harta 

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan 

manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di 

akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia 

mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan 

baik dan sempurna. Oleh karena itu Islam mengakui hak milik 

pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang 
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hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta 

biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan 

dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan 

bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat 

menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan 

harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi 

penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah 

swt untuk dimiliki oleh manusia.
31

 

b. Teori ‘Urf  

1) Pengertian dan Sejarah ‘Urf 

Dalam sejarah pembinaan hukum Islam terlihat ada 

keputusan hukum mengenai permasalahan yang baru muncul 

(Nazilah), tidak mutlak berdasarkan nash dari Al-Qur‟an maupun 

hadis, tetapi berdasarkan kondisi ini, ijtihad tidak saja terjadi pada 

pasca masa Rasulullah Saw., bahkan terjadi pada masa Rasulullah 

sendiri, salah satu instrumen istinbat hukum dalam berijtihad 

adalah ‘urf.
32

 

Sebelum memasuki sejarah ‘urf terlebih dahulu akan 

dibicarakan terkait pengertian ‘urf. Arti „urf secara harfiyah adalah 

sesuatau keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah 

dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau 

meninggalkannya. Di kalangan masyarakat „urf ini sering disebut 

                                                           
31

 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqâṣid Al-Syarȋʽah…., 128. 
32

 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad sebelum tertutup, terj., (BAndung: Pustaka, 1994), 24. 



28 
 

 
 

sebagai adat. Menurut syaraʽ di antara contoh „urf yang bersifat 

perbuatan adalah adanya saling mengerti di antara manusia tentang 

jual beli tanpa mengucapkan ṣȋgat. Sedangkan contoh „urf yang 

bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan 

lafadz al-walad atas anak laki-laki bukan perempuan, Dan juga 

tentang meng-itlak-kan lafazh al-lahmu yang bermakna daging atas 

as-samak yang bermakna ikan tawar.
33

 

Dengan demikian, ‘urf itu mencakup sikap saling mengerti 

di antara manusia atas perbedaan tingkat di antara mereka, baik 

keumumannya maupun kekhususannya. Maka ‘urf berbeda dengan 

„ijma merupakan tradisi dari kesepakatan para  mujtahidin secara 

khusus.
34

 

Ulama ushul fiqih membedakan pengertian antara adat dan 

‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam 

menetapakan hukum syara’. Adat didefinisikan dengan sesuatu 

yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.
35

 

„Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan 

maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat 

kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. 

Sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut dengan adat kebiasaan 
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sekalipun dalam pengertian istilahi tidak ada perbedaan antara ‘urf 

dengan adat.
36

 

a) ‘Urf Pada Masa Rasulullah 

Di saat kehadiran Rasulullah saw sebagai pembentuk dan 

pembina hukum bukanlah masa yang hampa dari praktikpraktik 

kebiasaan (‘urf) lokal. Kebiasaan masyarakat Arab 

sebelum kedatangan Rasulullah saw, banyak diadopsi olehnya, 

sehingga al-Dahlawi menggambarkan bahwa Islam tidak hadir 

dalam bentuk revolusi terhadap ‘urf yang telah ada dalam 

masyarakat Arab. Penolakan hanya akan dilakukan ketika 

kebiasaan-kebiasaan (‘urf) tersebut bertentangan dengan 

prinsip-prinsip fundamental.
37

 

Muhammad S. El-Awa, yang berpijak pada kasus qiyas, 

menyatakan hukum Islam yang datang dengan modifikasi-

modifikasi baru dan tidak mengubah ide utama dari ‘urf yang 

ada pada masyarakat Arab (El-Awa, 1982: 69-71). Hukum 

qisas yang telah ada pada masyarakat Arab pra Rasulullah saw. 

lebih menegdepankan faktor suku dan status korban. „Urf ini 

secara substansial diterima dengan memberi tekanan 

keseimbangan (balance) sebagai modifikasinya (QS. 5:45). 

Pemberian mahar untuk calon istri yang dilandasi oleh 

konsep jual merupakan ‘urf pada masyarakat Arab sebelum 
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Rasulullah saw. Calon suami sebagai pihak “pembeli” 

memberikan mahar sebagai pembayaran kepada ayah atau 

kerabat dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. 

Implikasi konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak si 

pemilik barang, bukan calon istri. Pemberian mahar untuk 

calon istri sebagai ide utama dari ‘urf tersebut tetap 

dipertahankan dalam Al-Qur‟an. Penekanan terhadap 

eksistensi wanita selaku pihak yang berhak terhadap mahar 

tersebut merupakan modifikasi baru yang diberikan oleh 

hukum Islam terhadap ‘urf tersebut. Ketetapan Al-Qur‟an 

tersebut (QS. 4:2) berakibat pada eksistensi seorang calon istri, 

dari hanya sebagai barang menjadi orang yang ikut terlibat 

dalam proses tersebut, dan ini merupakan kewenangan hukum 

bagi calon istri yang tidak dimiliki sebelumnya.
38

 

Urf pada era pra Islam juga disyahkan oleh Abu Bakar 

dan Umar, seperti masalah sewa menyewa dan peminjaman 

rumah, tanah, binatang diterima oleh kedua sahabat ini. 

Terutama selama masa kepemimpinan Umar praktik ini 

menjadi suatu tindakan yang sah berlaku untuk kaum muslimin 

Arab.
39

 

Pembayaran diyat atau utang darah yang sesuai dengan 

mata uang yang biasa digunakan oleh daerah masing-masing 
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disetujui oleh para sahabat. Persetujuan ini membuat Umar 

menetapkan pembayaran diyat dengan kualitas yang berbeda 

antara mata uang emas dan perak. Daerah yang masyarakatnya 

terbiasa menggunakan dinar dalam transaksi harus membayar 

diyat sebesar seribu dinar, sementara yang menggunakan 

dirham wajib membayar dua belas ribu dirham.
40

 

Pada generasi tabi‟in, daerah Islam yang semakin luas 

terpengaruh tidak saja mengikuti sikap sahabat dan Rasulullah 

Saw. dalam menerima adat atau ‘urf setempat, bahkan 

memperluas penerimaannya. Hal ini dilakukan karena semakin 

beranekaragamnya ‘urf yang dihadapi. 

b) ‘Urf pada Masa Imam Mazhab 

Hukum Islam yang dibentuk dengan ‘urf cukup berarti 

baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. 

Hal ini memperlihatkan fleksibelitas hukum Islam merespon 

permasalahan-permasalahan yang muncul (nazilah) dan 

berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh 

para sahabat dan perlu mendapat penjelasan.
41

 

Al-Sarakhsi (w. 483 H) menginformasikan bahwa Abu 

Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas 

apabila ‘urf dapat menjadi landasan istinbat. Bahkan dalam 

mengaplikasikan konsep istihsan, Abu Hanifah menjadikan 
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‘urf sebagai salah satu dasar atau pisau analisis. Membebaskan 

kewajiban untuk membayar pajak bagi para petani yang 

mengalami kegagalan panen misalnya merupakan produk 

hukum Abu Hanifah yang mengadopsi praktik hukum yang 

biasa ditempuh oleh penguasa Persia.
42

 

Muhammad Hasan al-Syalabi (w. 189 H) sangat 

merespon kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sehingga 

ketika ia akan menetapkan hukum, perdagangan, ia selalu 

bertanya mengenai kebiasaan yang berlaku di kalangan 

masyarakat. Sikapnya ini terlihat pada keputusannya yang 

membolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena hal 

tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dalam sektor 

perdagangan.
43

 

Syatibi (w. 790) adalah salah seorang ulama‟ dari 

kalangan Malikiyah yang membicarakan ‘Urf dalam konteks 

maslahah, Al-Syatibi tampaknya menjadikan maslahah yang 

berorientasi pada kepentingan umum sebagai standar untuk 

menerima „Urf. Dengan kata lain, hanya adat yang dapat 

mewujudkan kesejahteraan umum dapat diterima sebagai 
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doktrin masalah yang juga berisi signifikansi ‘Urf dalam 

pembentukan hukum tidak dapat diabaikan.
44

 

Dalam kitab al-Risalah yang merupakan kitab yang 

berisi metodologi penetapan hukum mazhab Syafi‟i tidak 

dijumpai ‘Urf sebagai salah satu dalil penetapan hukum. 

Namun adanya qawl qadim dan jadid merupakan fenomena 

yang menunjukkan adanya pengaruh ‘Urf. Dalam hal ini Ali 

Hasb Allah menyatakan bahwa tidak dapat diingkari lagi ‘Urf 

dan adat Mesir sangat signifikan pengaruhnya dalam qawl al-

Syafi‟i.
45

 

Dapat disimpulkan tampak ‘Urf secara substansial 

telah ada pada pada masa Rasulullah dan para sahabat, tetapi 

‘Urf belum terformulasi sebagai teori. ‘Urf beru mulai 

menemukan bantuk pada masa Imam empat, khususnya 

secara eksplisit pada dua Imam sebelum Imam Syafi‟i. Imam 

Syafi‟i sendiri tidak secara eksplisit menggunakan ‘Urf. 

Pernyataan bahwa al-Syafi‟i menggunakan ‘Urf secara ekslisit 

harus dipahami dalam konteks adanya fenomena Qaul Qadim 

dan Qaul Jadid dan itupun interpretasi dari para ashab-nya. 
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2) Dalil Pendukung Kehujjahan ‘Urf 

                     

                      

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan 

harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 

kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas 

orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2] : 180) 

 

Maksud dan mar’uf di semua ayat ini adalah dengan cara 

baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang 

berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan 

Islam itu dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum 

Islam. Dilihat dari karakteristik hukum Islam itu bersifat universal 

yaitu umum dan waqi’iyah yaitu kontekstual, Karena tidak bisa 

dipungkiri perkembangan penetapannya sangat memperhatikan 

tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek 

dan sekaligus pelaku hukum. Jadi sepanjang perjalanan mujtahidin 

itu menetapkan hukum Islam tidak mengesampingkan terhadap 

tradisi, kondisi, dan kultur setempat. 

„Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh 

yang diambil dari insari Al-Qur‟an yaitu dalam Firman Allah Swt. 

dalam Surat Al-A‟raaf [7] : 199 : 

                 
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Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 

yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang 

yang bodoh.” (QS. Al-A‟raaf [7] : 199) 

 

Tujuan syariat Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) 

untuk kemaslahatan manusia sebagaimana di kemukakan as-Syatibi 

akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada akhirnya syaria hukum 

Islam dapat akrab, membumi, dan dapat diterima ditengah 

masyrakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip 

dasarnya.
46

 

3) Syarat „Urf 

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa „urf dapat 

dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟, 

jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) ‘Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini 

merupakan kelaziman bagi ‘urf yang shahih sebagai 

persyaratan untuk diterima secara umum. 

b) ‘Urf berlaku umum artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas 

kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal 

ini al-Suyuthi mengatakan “Sesungguhnya adat dapat 

diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. 

Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”
47
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c) ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah 

ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. 

d) ‘Urf itu tidak bertentangan dan melakukan dalil syara‟ yang ada 

atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. 

e) Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum 

yang berkaitan dengan ‘urf di antaranya adalah “semua yang 

diatur oleh syara‟ secara mutlak, namun belum ada ketentuan 

dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan 

kepada ‘urf. 

4) Kedudukan ‘Urf 

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan „urf 

shahih sebagai salah satu dalil syara‟. Akan tetapi di antara mereka 

terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya 

sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah 

adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil 

dibandingkan dengan ulama Syafi‟iyyah dan Hanabillah.
48

 

‘Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam 

menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam 

memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan  

dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan 

menjadi maslahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama 

                                                           
48
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kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara‟, maka wajib 

diperhatikan.
49

 

‘Urf fasid tidak perlu diperhatikan, karena memeliharanya 

berarti menentang dalil syara’ . oleh karena itu, apabila seseorang 

telah terbiasa mengadakan perjanjian yag fasid, seperti perikatan 

yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka 

kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai  pengaruh dalam 

menghalalkan perjanjian tersebut. hanya saja perjanjian-perjanjian 

semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. 

Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan 

karena sudah biasa dilakukan oleh rang banyak. Jika suatu hal 

tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia 

diperbolehkan. 

5) Macam-Macam ‘Urf 

a) Ditinjau dari bentuknya ada dua macam: 

(1) Al-‘urf al-kulliyyah ialah kebiasaan yang berlaku dalam 

penggunaan kata- kata atau ucapan. Kata waladun secara 

etimologi artinya “anak” yang digunakan unntuk anak laki-

laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk 

perempuan karena tidak dikemukakannya kata ini khusus 

untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu’annaṡ). 

                                                           
49
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Penggunaan kata walad itu untuk laki-laki dan perempuan, 

(mengenai warisan/harta pusaka).
50

 

(2) Al-‘urf al-fiʽlȋ ialah kebiasaan yang berupa perbuatan, 

seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat umpamanya: 

kebiasaan jual beli barang- barang yang tentang (murah dan 

kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli 

cukup hanya meunjukkan barang serta serah terima barang 

dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini 

tidak menyalahi aturan akad dalam jaul beli. Tanpa 

mengucapkan akad jual beli.
51

 

(3) Ditinjau dari segi nilainya, ada dua macam: 

(a) Al-‘urf al-ṣaḥȋḥ yaitu „urf yang berulang-ulang 

dilakukan, dapat diterima oleh banyak orang, karena 

tidak bertentangan dengan nash hukum shara‟, tidak 

menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula 

membawa madharat kepada mereka. Ataupun kata lain 

menghalalkan yang haram.
52

 

(b) al-‘urf al-fâsid ialah „Urf yang tidak dapat diterima, 

karena bertentangan dengan hukum syara’, undang-

undang Negara dan sopan santun. Atau menghalalkan 

yang haram dan membatalkan yang wajib.
53
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(4) Ditinjau dari luasnnya berlakunya, ada dua macam: 

(a) Al-‘Urf ‘Amm ialah „urf yang berlaku untuk suatu 

tempat sejak dahulu hingga sekarang. Seperti halnya 

memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan 

jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada 

orang yang telah memberikan bantuan kita.
54

 

(b) Al‘-Urf Khah, yaitu „Urf yang berlaku dan hanya 

dikenal pada suatu tempat saja, dan merupakan 

kebiasaan masyarakat tertentu. Seperti mencicipi buah 

bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya.
55

  

c. Teori Keadilan 

Sistem ekonomi syariah memiliki ciri bahwa setiap kegiatan 

ekonomi memiliki demensi ibadah yang dapat diimplementasikan pada 

setiap ranah kehidupan. Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan 

tegas telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam 

perdagangan dan jenis transaksi lainnya.
56

 Berbicara tentang keadilan 

merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. 

Keadilan merupakan tujuan sedangkan hukum adala alat untuk 

mencapai tujuan tersebut. ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan 

sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan 
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terkadang hanya bisa dirasakan pihak-pihak tertentu.
57

 Keadilan 

berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah 

tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil 

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan 

didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah 

suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang 

satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan 

bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan 

dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala 

keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala 

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai 

dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.
58

 

Wahbah Zuhaily dalam menafsirkan Surah Al-Syura ayat 14 

menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban leh setiap 

Rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari 

generasi serang Rasul sampai kepada generasi Rasul-Rasul berikutnya, 

dan berakhir pada Nabi Muhammad Saw. 

Al-Qur‟an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak 

sekali menyebut keadilan. Masalah keadilan ini banyak dibicarakan 

dalam berbagi knteks. Kata “adil” ini disebutkan sebanyak 28 kali, Al-

Qisth disebutkan 25 klai, baik dalam bentuk kata kerja (fi‟il) maupun 
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kata benda (isim), kemudian kata al-wazn dalam bentuk kata kerja  

(fi‟il) dan kata benda (isim) disebutkan 20 kali dalam Al-Qur‟an. Kata 

al-hukm dengan berbagai variasi disebutkan sebanyak 150 kali. 

Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dari 

pendekatan kebahasaan ini kiranya sudah ada titik terang tentang 

maksud dari “adil” dan “keadilan” dalam Al-Qur‟an. Namun makna 

keadilan sebagai konsep dasar lebih luas dari pada makna kebahasaan. 

Ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar keagamaan: 

1) Adil dalam arti sama 

2) Adil dalam arti seimbang 

3) Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan 

hak-hak itu kepada pemiliknya 

4) Adil yang dinisbahkan kepada Allah Swt.
59

 

 Banyaknya ayat Al-Qur‟an yang membicarakan keadilan 

menunjukkan bahwa Allah Swt adalah sumber keadilan dan 

memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para Rasul-

Nya dan seluruh hamba-Nya.  Allah Swt. berfirman dalam Surat Al-

Hadid [57] : 25 : 

                      

                      

                     
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Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan 

bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya 

manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan 

besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 

mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui 

siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya 

padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 

Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid [57] : 25) 

 

Ayat ini secara gamblang mengandung pengertian bahwa 

setiap Rasul pengemban keadilan Tuhan yang tertuang dalam Al-

kitab. Bagi Muhammad Saw. keadilan yang diembannya tertuang 

dalam Al-Quran. Ayat ini juga menegaskan bahwa umat manusia 

mempunyai tugas yang sama dengan para Rasul dalam 

menegakkan keadila, dan acuan umat Islam dalam menegakkan 

keadilan adalah Al-Qur‟an. 

2. Kerangka Pikir 

Setiap penelitian idealnya diperlukan adanya kerangka pikir untuk 

menentukan arah penelitian tersebut lebih terarah, jelas dan tetap fokus. 

Pada penelitian ini alur berfikirnya berangkat dari praktik jual beli 

angsuran tanah kavling di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. Dalam praktik jual beli tersebut, terdapat 

persengketaan antara pihak penjual dan pembeli tanah terkait dengan 

tunggakan dalam cicilan pembayaran yang nantinya persengketaan 

tersebut akan dikaji dalam hukum Islam. Kemudian akan dianalisis 

dengan teori maqasid al-Syari’ah untuk mengetahui apakah praktik 

tersebut sesuai dengan tujuan syariat dan selanjutnya akan diperkuat 
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dengan teori islah guna melihat seberapa efektifkah dalam mendamaikan, 

memperbaiki dan menghilangkan sengketa dalam praktik jual beli 

angsuran tanah kavling. Dan kemudian, dianalisis menggunakan teori 

keadilan, guna melihat apakah praktik tersebut memberikan keadilan bagi 

kedua belah pihak. 

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka teori di atas, 

penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang menjadi alur dalam 

penulisan penelitian ini dengan logika sebagai berikut:  

Gambar 1. 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghapusan uang muka 

(Down Payment) dalam Jual 

Beli Angsuran Tanah Kavling 

Penghapusan Uang Muka (Down Payment) Sebagai 

Penyelesaian Sengketa Dalam Angsuran Tanah Kavling Ditinjau 

Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif 

Sengketa Jual Beli Angsuran 

Tanah Kavling 

Hukum Islam 

Dan Hukum Positif 

 

Teori Maqâṣid Al-Syarîʽah 

dan Teori ‘Urf 

 

KUH Pedata dan Teori 

Keadilan 
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Keterangan: 

1. Dalam kegiatan jual beli, salah satunya terdapat jual beli non tunai 

atau sering disebut dengan jual beli kredit atau angsuran. Dimana 

dalam sistem pembayarannya itu dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pembeli 

dan penjual. salah satu objek dalam praktik jual beli angsuran adalah 

jual beli tanah. Mengingat harga tanah terbilang mahal, jadi cukup 

sulit dilakukan apabila dalam praktik jual beli tanah dilakukan secara 

tunai. Tanah yang dijual tersebut pun merupakan tanah yang yang 

sudah memiliki batas luas dan ukuran sesuai keinginan penjual tanah 

atau yang sering disebut dengan tanah kavling.  

2. Dalam kegiatan jual beli tentunya tidak menutup kemungkinan 

adanya persengketaan, baik dari faktor internal maupun faktor 

eksternal. Salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah 

satu pihak, baik itu pihak pembeli tanah maupun penjual tanah. 

Persengketaan yang sangat umum terjadi adalah pihak pembeli yang 

memiliki masalah dalam hal pembayaran cicilan. Terdapat berbagai 

hal yang dilakukan penjual tanah untuk mengantisipasi atau untuk 

mengalihkan risiko tersebut agar tidak ada kerugian, yaitu salah 

satunya adalah dengan menghapus uang muka (down payment)yang 

telah dibayarkan oleh pembeli tanah. 

3. Setiap praktik-praktik muamalah tentunya tidak boleh terlepas dari 

ketentuan hukum Islam maupun hukum Positif. Praktik-praktik 
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tersebut harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan hukum-

hukum yang telah berlaku. Hal itu bertujuan agar dalam 

pelaksaanaannya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan 

tidak menyebabkan timbulnya mudharat bagi kedua belah pihak yang 

berakad. Dalam penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli 

angsuran tanah kavling peneliti melihat dari 2 (dua) kacamata hukum, 

yakni hukum Islam dan hukum Positif. 

4. Untuk menganalisis permasalahan Peneliti menggunakan 2 (dua) teori 

untuk mengkaji permasalahan tersebut yaitu teori maqhasid al-syariah 

dan teori ‘urf. Tentunya dalam proses pengkajian tetap menggunakan 

sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan As-Sunnah), juga dikaji dalam 

hukum positif agar terjadi titik temu dalam penyelesaian terkait 

Penghapusan Uang Muka (Down Payment) Sebagai Penyelesaian 

Sengketa Dalam Angsuran Tanah Kavling di Desa Margo Lestari 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

I. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.
60
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Pendekatan yuridis disini menekankan dari segi perundang-undangan 

dan peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan 

permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder. 

Sedangkan pengertian empiris di dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan dengan melihat kenyataannya yang ada dalam praktik yang 

menyangkut penyelesaian sengketa tunggakan dalam jual beli angsuran tanah 

kavling di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 

J. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur 

penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling 

berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.
61

 

Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara 

melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan 

urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang 

digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan 

demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.
62

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 
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(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 

dari penelitian.
63

  

Penelitian  ini dilakukan di lapangan atau pada responden, yakni 

para pihak yang terlibat dalam sengketa tunggakan dalam jual beli 

angsuran tanah kavling. Alasannya, Peneliti menggunakan lingkungan 

alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu 

situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi 

ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan 

pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, 

mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan 

peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu 

segera disusun saat itu pula. 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam 

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-

ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena 

tertentu.
64

 Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana 

penghapusan uang muka (down payment) sebagai penyelesaian sengketa 

tunggakan angsuran tanah kavling di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
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2. Sumber Data 

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
65

  

Data primer diperoleh sendiri secara langsung oleh pengumpul data 

dari objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh  dari tempat yang menjadi 

obyek penelitian, yaitu penjual dan pembeli tanah kavling di Desa 

Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
66

 Atau penelitian yang datanya 

diperoleh dari sumber-sumber bacaan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan 

ensiklopedia. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek 

atau individu yang sedang diuji.
67

 Populasi yaitu keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli 

tanah kavling di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. Populasi dalam penelitian berjumlah 15 orang, yang 

terdiri dari 2 orang yang merupakan penjual tanah kavling dan 13 orang 

merupakan pembeli tanah kavling.
68

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara -

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, 

dan dapat dianggap mewakili populasi.69 Sebagaimana diungkapkan 

oleh Suharsimi Arikunto, jika populasi di bawah 100 maka diambil 

semua, jika di atas 100 diambil 10 %-15%, 20-35%. Karena populasi 

dalam penelitian ini di bawah 100 yaitu 15 orang, maka seluruh 

populasi dijadikan sampel. Maka penelitian ini adalah penelitian 

populasi. Jadi, sampel dalam penelitian ini  adalah keseluruhan populasi 

yang berjumlah 15 orang yang terdiri dari 2 orang yang merupakan 

penjual tanah kavling dan 13 orang merupakan pembeli tanah kavling di 
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Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
70

 

b. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, 

dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
71

 Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: Teknik wawancara 

berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan daftar 

pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Pelaksanaan 

wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam praktik jual beli angsuran tanah kavling di Desa 

Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang 

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen 

rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya. 

5. Pengolahan Data 

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 

dilakukan dengan cara: 
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a. Editing 

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih 

dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi 

kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 

kejelasan serta relavansinya dengan permasalahan. Teknik ini 

digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah 

penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber 

dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing 

terhadap hasil telaah dari bahan penelitian mengenai penghapusan 

uang muka  (down payment) sebagai penyelesaian sengketa tunggakan 

dalam angsuran tanah kavling di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Organizing 

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian 

rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.
72

 

Teknik ini merupakan langkah kedua setelah editing, yang 

memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang 

ada pada di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

 

                                                           
72

 Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 153. 
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c. Analyzing 

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing 

dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan. 

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian, yaitu penyelesaian sengketa tunggakan dalam jual 

beli angsuran tanah kavling non litigasi sebagai upaya perlindungan hak 

debitur (pembeli tanah) yang akan dikaji menggunakan metode analisis 

kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui 

penghapusan uang muka (down payment) sebagai penyelesaian sengketa 

tunggakan angsuran tanah kavling. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak-

pihak, baik pihak penjual tanah maupun pembeli tanah kavling yang 

dirugikan dan terdzalimi. 

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

deduktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk 

mendapatkan kadah-kaidah di lapangan yang lebih khusus mengenai 

fenomena yang diselidiki.
73

 Metode ini digunakan dalam membuat 

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penghapusan uang 

muka (down payment) sebagai penyelesaian sengketa tunggakan angsuran 

tanah kavling. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di 

dalam Al-Qur‟an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah 

yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat 

membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber 

utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan 

makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat 

tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan 

primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.74 

Jual beli secara etiminologi atau bahasa, merupakan pertukaran 

sesuatu dngan sesuatu (yang lain) atau kata lain dari al-baiʽ (jual beli) 

adalah al-tijârah yang berarti perdagangan. Sedangkan jual beli secara 

terminologi atau istilah disebut dengan al-baiʽ yang berarti menjual, 

mengganti, dan menjual menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal 

al-baiʽ dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian 

lawannya, yaitu lafal al-syira yang bearti membeli. Dengan demikian al-

baiʽ mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut 

Hanafiah pengertian jual beli (al-baiʽ) secara definitif yaitu tukar-menukar 

harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan 
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melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-baiʽ), yaitu tukar-menukar 

harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan 

kepemilikan.
75

Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari‟ah, al-baiʽ adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran 

antara benda dengan uang.
76

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa inti jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Al-baiʽ atau jual beli menurut pandangan al-Qur‟an, as-Sunnah, 

ijma’ dan qiyas merupakan akad yang diperbolehkan.77 Adapun dasar 

hukum diperbolehkannya jual beli dalam Islam ialah: 

a. Al-Qur‟an 

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] : 275: 

                  

                           

                             
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                          

         ﴿ : ٢٧٢البقرة ﴾ 

 

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.  Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya.”78 (QS. Al-Baqarah [2] : 275) 

 
2) Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] : 282: 

                       

          ﴿ : ٢٢٢البقرة ﴾ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar.” 79(QS. Al-Baqarah [2] : 282) 

 

3) Firman Allah QS. An-Nisa‟ [4] : 29: 

                        

                 

      :٢٢﴿النٌيثاء ﴾ 
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”80 (QS. An-Nisa [4] : 29) 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka sudah jelaslah 

bahwa adanya larangan memakan atau mengambil harta orang lain 

dengan jalan yang bâṭil, karena hal ini akan mengantarkan kita 

kepada jalan yang dimurkai Allah Swt. Seperti adanya praktik-praktik 

riba, perjusian, dan jual beli yang mengandung unsur penpuan. Oleh 

sebab itu, Allah swt menurunkan perintahnya agar kita tidak 

mencampuradukan antara perkara yang halal dengan perkaa yang 

haram. 81 

b. Hadis 

Tradisi atau hadis nabi yang dikenal sebagai sumber hukum 

Islam yang kedua memiliki posisi yang sangat penting, baik sebagai 

penguat, penjelas al-Qur‟an atau pencipta beberapa hukum yang 

sebelumnya tidak dijelaskan al-Qur‟an.
82 Dasar hukum yang berasal 

dari hadits antara lain adalah sebagai berikut: 
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1) Dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W dijelaskan:  

رىضًي اللَّوي عىنٍوي أىفَّ النَّبِ صىلَّي اللَّوي عىلىيٍوً كى سىلَّمى سيئًلى عىنٍ رفًىاعىةى بٍنً رىافًعو 
: عىمىلي الرَّجيلً بيًىدًهً كى كيل  بػىيٍعً مىبػٍريكٍره )رىكىاهي  ؟ قىاؿى أىم  الٍكىسٍبً أىطٍيىبي

 83البػىزَّاري كى صىحَّحىوي الْىٍاكًمي(.

Artinya: “Diriwayatkan dari Rifa‟ah ibn Rafi‟ Rasulullah S.A.W 

pernah ditanya seseorang tentang usahaapakah yang 

paling baik? Maka Rasulullah S.A.W menjawab: 

perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan 

seluruhjual beli yang baik” (HR. Al-Bazzar dan 

dishahihkan oleh Al-Hakim) 

 

2) Hadits dari Shahih Bukhari, Rasulullah menyatakan: 

ثنًِ الأسٍوىادي عىنٍ عىائًشىةى رىضًىى اللهي عىنػٍهىا أىفَّ النَّبِى صىلٌى اللهي عىلىيٍوً  حىدن
84جىلو كىرىىَّنىوي )ركاه البخارل(اى لَى اً  مًنٍ يػىهيوٍدًلِّ  اتػىرىل طىعىامن كىسىلَّمى اًشٍ   

Artinya:“Telah berkata al-Aswad, dari Aisyah r.a bahwasannya 

Nabi Muhammad Saw. telah membeli makanan dari 

seorang Yahudi dengan tempo dan menggadaikan 

baju besinya.” (HR. Bukhari)85 

 

Al-Qur‟an dan hadits dipandang sebagai fitrah al-munazzalah 

sebagai pendamping fitrah yang dimiliki oleh manusia secara 

langsung dalam dirinya seperti al-‘aql, al-syahwah dan al-ghadab.86 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam. Al-Qur‟an 

adalah kitab suci karena di dalamnya terdiri dari himpunan wahyu 

yang merupakan “dalil-dalil” ilmu. Dalil disini dimaksudkan sebagai 

petunjuk adanya ilmu-ilmu atau ide-ide ilmiah. Al-Qur‟an bukanlah 
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ilmu itu sendiri, ini terbukti adanya fakta bahwa Al-Qur‟an 

mendorong umatnya untuk menciptakan ide-ide sains yang menjadi 

dasar ilmu-ilmu di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka prinsip 

kembali kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah termasuk prinsip 

epistemologi hukum Islam. Karena itu, peraturan apapun yang akan 

dibuat oleh manusia harus merujuk kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

baik secara tekstual maupun kontekstual.87 

c. Ijma’  

Ijma’ merupakan suatu kesepakatan seluruh ulama mujtahidin 

di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah 

SAW atau hukum syar‟i mengenai suatu kejadian atau kasus, tentang 

diperbolehkannya melakukan jual beli.88 

Berdasarkan nash di atas ulama mujtahidin telah ijma‟ tentang 

kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang 

berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan 

menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh 

karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia 

diperbolehkan.89 
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3. Rukun Dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun  Jual  Beli 

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantar para ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya 

ȋjâb dan qabȗl saja, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu 

hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. 

Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang 

sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang 

menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.
90

 Dalam bentuk 

perkataan (ȋjâb dan qabȗl) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling 

memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur 

Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:
91

 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

a) Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang 

yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual 

haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf); 

b) Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 

hartanya (uangnya).
92

 

2) Ṣȋgat (ȋjâb dan qabȗl)  

Ṣȋgat (ȋjâb dan qabȗl) yaitu persetujuan antara pihak 

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana 

pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan 
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barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan 

maupun tulisan;
93

 

3) Ada barang yang dibeli  

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada maʽqȗd ‘alaih 

yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab 

terjadinya perjanjian jual beli;
94

 

4) Ada nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga 

syarat: 

a) Bisa menyimpan nilai (store of value); 

b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of 

account); dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).
95

 

b. Syarat  Jual  Beli 

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual 

beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut : 

1) Syarat orang yang berakad  

a) Berakal 

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, 

orang gila dan orang yang bodoh hukumnya tidak sah.  

b) Dengan  Kehendak sendiri (bukan paksaan) 
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Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli 

salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan 

kepada pihak lain. Sehingga pihak lain pun melakukan 

transaksi jual beli karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu 

jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri 

adalah tidak sah;
96

 

c) Keduanya tidak mubazir  

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri 

dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros 

(mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan 

sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat 

melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum tersebut 

menyangkut kepentingan semata.
97

 

2) Syarat yang terkait ijab kabul 

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama 

dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan itu 

dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus 

diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat 

kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Ulama 

fikih menyatakan bahwa syarat ȋjâb dan qabȗl adalah sebagai 

berikut: 
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a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal 

(Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), 

sesuai dengan perbedaan mereka dalanm menentukan syarat-

syarat seperti telah dikemukakan di atas;
98

 

b) Qabȗl sesuai dengan ijāb. Contohnya; “saya jual sepeda ini 

dengan harga lima puluh ribu”,lalu pembeli menjawab:”saya 

beli dengan harga limah puluh ribu”.
99

 

c) ȋjâb dan qabȗl dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua 

belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan 

membicarakan masalah yang sama; 

d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan 

kabul.
100

 

3) Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain: 

a) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri.  

Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah 

diperjualbelikan, kecuali dikuasakan. Barang yang 

diperjualbelikan adalah barang milik orang yang melakukan 

akad dan jika si penjual memberikan kuasa kepada orang lain 

untuk menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan.
101 

b) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui  
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Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui zat, 

bentuk, kadar, jenis, sifat dan harganya sehingga tidak 

mengecoh. Secara bahasa gharar adalah “hal yang tidak dapat 

diketahui atau ada bahaya tertentu”. Menurut istilah fiqih 

gharar diartikan sebagai “hal yang tidak ketahuan satu perkara 

dalam jual beli dan ketidak jelasan baik dan buruk dari segi 

sifat ataupun ukuran dari objek transaksi.”
102

 

c) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu 

yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
103

 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 

hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum 

dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual 

beli.
104

 

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga 

bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual 

beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh 

kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat 

merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang 
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dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan 

pembicaraan dan pernyataan.
105

 

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau 

surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via 

pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak 

berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli 

seperti ini diperbolehkan menurut syara’.106 

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan 

istilah muʽâṭah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan 

qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label 

harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan 

tanpa ṣȋgat (ȋjâb dan qabȗl) antara penjual dan pembeli, menurut sebagian 

Syafi‟iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. 

Tetapi sebagian Syafi‟iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan 

jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni 

tanpa ijab qabul terlebih dahulu.
107

 

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada 

yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang 

terlarang tetapi pisah.
108

 

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah senagai berikut: 
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a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, 

berhala, bangkai dan khamar. 

b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.  

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual 

beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.  

d. Jual beli dengan muḥâqalah. Muḥâqalah bearti tanah, sawah, dan 

kebun, maksud muḥâqalah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang 

masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada 

persangkaan riba di dalamnya. 

e. Jual beli dengan mukhâḍarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum 

pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, 

mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang 

karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah 

tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil 

oleh si pembelinya.109 

f. Jual beli dengan mulâmasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, 

misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu 

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh bearti telah 

membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan 

kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
110
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g. Jual beli dengan munâbażah, yaitu jual beli secara lempar melempar, 

seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, 

nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah 

terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena 

mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
111

 

h. Jual beli dengan muzâbanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 

buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi 

basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan 

pemilik padi kering.
112

 

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. 

Menurut Syafi‟i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang 

pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga $ 10,- dolar 

amerika dengan tunai atau $ 15,- dolar amerika dengan cara utang”.113 

Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu 

dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”  

j. Jual beli dengan syarat (‘iwaḍ majhȗl), jual beli seperti ini, hampir 

sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini 

dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku 

yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu 

padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua 

harga arti yang kedua menurut al-Syafi‟i.
114
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k. Jual beli garar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 

terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau 

menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya 

jelek.
115

 

l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti 

seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah 

satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada 

dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang 

dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas 

(majhȗl), jual beli tersebut batal.
116

 

m. Jual beli fuḍȗl, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, 

oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang 

tidak sah, sebab hal ini dianggap mengambil hak orang lain 

(mencuri).117 

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah 

hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk 

membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, 

sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga 

yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang 

berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila 
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orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini 

tidak apa-apa.
118

 

b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti 

seseorang, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli 

dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan 

menyakitkan orang lain.
119

 

c. Jual beli dengan najâsyȋ, ialah seseorang menambah atau melebihi 

harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang 

itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
120

 

Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang 

berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku 

saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.
121

 

B. Jual beli dalam Hukum Positif 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk 

membayar harga benda yang telah dijanjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata).
122

 Jual beli yang dianut dalam hukum perdata ini 

hanya bersifat obligator, yang atinya bahwa perjanjianperjanjian jual beli 

baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, 
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penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk 

menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus meberikan 

kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, 

dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk 

membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut 

penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Tentang persetujuan 

dalam jual beli pasal 1458 KUHPdt, menyebutkan: jual beli itu dianggap 

telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini 

mencapai mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya. 

Meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum 

dibayar.
123

 

Di sini dapat diartikan pula, bahwa jual beli itu adalah persetujuan 

kehendak, antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang atau harga. 

Karena tanpa barang yang akan dijual dan tanpa harga yang dapat disetujui 

antara kedua belah pihak, tidak mungkin ada jual beli.
124

 

2. Konsep Jual Beli 

Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan 

perbuatan tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan 

terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka 

perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga 

wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan 
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perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Adapun konsep jual beli diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Subjek Jual Beli  

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang 

saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (offer and 

acceptance). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut 

pembeli. Dalam bahasa inggris jual beli tersebut hanya dicakup dalam 

satu kata, yaitu sale lebih praktis lagi. Secara khusus, jual beli dapat 

menjadi suatu mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu. Dalam 

hubungan ini, penjual dapat berstatus sebagai pedagang.
125

 

b. Perbuatan Jual beli  

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, 

penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang 

menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli 

mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah 

pervuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual 

kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan 

menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai 

imbalan atas benda yang diterima.
126

 

c. Objek Jual Beli  

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau 

dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah mauoun harganya 
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dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan 

demikian, benda yang dijualbelikan itu statusnya jelas dan sah menurut 

hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual ditempat terbuka 

(umum), dan tidak mencurigakan calom pembeli yang jujur.
127

 

3. Perjanjian Jual Beli 

Dalam jual beli terdapat perjanjian jual beli yang merupakan suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjiakn. Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya perjanjian 

konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian 

formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa 

akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak. Perjanjian jual 

beli tidak ditentukan oleh para pihak dimana seharusnya barang yang 

diperjualbelikan tersebut diserahkan, penyerahan harus dilakukan di 

tempat dimana barang itu berada pada saat perjanjian jual beli dilakukan. 

Dalam penyerahan barang yang tidak bergerak atau tanah, cara 

penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama. Apabila 

karena kelalaian penjual, penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan, 

pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian atas alasan bahwa pihak 

penjual tidak memenuhi kewajibannya. Perjanjian jual beli yang 

berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan 

perjanjian jual beli yang sederhana bahkan tidak jarang menimbulkan 
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masalah, diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai 

kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli. Hal ini di 

dasarkan pada ketentuan pasal 1266 BW bahwa syarat batal selalu 

dianggap dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian timbal balik manakala 

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
128

 

Pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan 

perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar karena 

jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis 

barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.
129

 

Perjanjian jual beli timbul suatu ikatan, ikatan tersebut berwujud 

adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun 

sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. 

Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 

menuntut sesuatu, sedangkan kewajiban adalah pasangan terhadap hak di 

lain pihak.
130

 Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki 

kewajiban.
131
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C. Jual Beli Kredit (Baiʽ al-Taqsȋṭ) 

1. Pengertian Jual Beli Kredit (Baiʽ al-Taqsȋṭ) 

Dalam pengertian umum kredit berasal dari bahasa romawi 

“credera” yang berarti percaya.132 Pengertian kredit menurut istilah adalah 

kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu 

pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati.133 

Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk 

perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materiil. Dan 

sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban 

dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan 

kebendaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan 

kredit (kreditur)  percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup 

memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
134

 

Menurut Setiawan Budi Utomo seorang anggota Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan merupakan fatwa MUI menjelaskan bahwa: 

“Dibolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai sistem 

bunga, namun bila karena dorongan kebutuhan yang mendesak  dan harus 

melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari keyakinan penuh 

sesuai kondisi financial (ekonomi) mempu melunasi pada waktu yang 
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ditentukan, agar tidak terkena utang. Hal ini sesuai prefentif untuk 

mencegah dari pebuatan dosa”.135 

Kredit (taqsȋṭ) secara bahasa berarti membagi-bagi sesuatu dan 

memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.136 

Sedangkan secara istilah taqsȋṭ adalah menjual sesuatu dengan cara 

memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu 

secara tertentu.137 

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan 

tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli adalah 

sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang 

mendasar antara jual beli kredit dan riba. Allah menghalalkan jual beli 

termasuk jual beli kredit, Karena adanya kebutuhan. sedangkan 

mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena 

penundaan. 

Jual beli secara kredit merupakan salah satu cara memiliki sesuatu 

dengan cara mengangsur, sehingga barang tersebut resmi menjadi milik 

seseorang. Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum 

kebendaan dalam islam dikatakan bahwa “kekhususan terhadap pemilik 

suatu barang menurut syara‟ untuk bertindak secara bebas dengan tujuan 

mengambil mamfaatnya selama tidak ada penghalang syar‟i.”
138
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Sedangkan Dimyaudin Djuwaini mengatakan “jual beli kredit 

merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara 

berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus 

menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar haraga 

barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.139 

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan, kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.140 Barang kredit merupakan hak milik pihak toko. Dan 

akan berpindah hak milik apabila seseorang sudah melunasi kewajiban 

sebagai pembeli.
141

 

Maksud dari kredit adalah suatu yang dibayar secara berangusr-

angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Setiap 

pemberian kredit secara mendalam ada beberapa arti. Jadi dengan 

menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti atau dengan lain 

pengertian kata kredit ada beberapa unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu kredit.
142
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a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit 

tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam waktu 

tertentu yang telah diperjanjikan.143 

b. Kesepakatan, dalam kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian 

di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban 

masing-masing pihak antara kreditur dan debitur.
144

 

c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka 

waktu, ada yang memilih ada yang memilih jangka yang pendek ada 

juga yang memilih jangka yang panjang, itu tergantung dari ekonomi 

masing-masing atau dari penghasilan mereka dan itu tergantung dari 

kesepakatan dari kedua belah pihak.
145

 

d. Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko akibat 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit 

dengan pembayaran kembali, semakin panjang jangka   waktu kredit 

semakin tinggi risiko tersebut.146 

Jadi jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan 

tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek 

jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun 

sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar 
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cicilan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan 

antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual).147 

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit (Baiʽ al-Taqsȋṭ) 

Adapun dasar hukum jual beli sama halnya dengan dasar hukum 

jual beli yakni sebagai berikut: 

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] : 282: 

                        

        ﴿ : ٢٢٢البقرة ﴾ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar.” 148(QS. Al-Baqarah [2] : 282) 
 

Ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan muamalah 

(berjual beli, utang piutang atau sewa menyewa, dan sebagainya) yang 

dilakukan dengan cara kredit dengan catatan hendaklah dicatat atau 

dituliskan.
149

 

D. Uang Muka (Down Payment) 

1. Pengertian Uang Muka (Down Payment) 

Uang muka dalam istilah fiqh umumnya dikenal dengan istilah 

‘urbȗn.
150

 Sementara  itu  menurut  Wahbah  Zuhaili  kata  ‘urbȗn pada 

dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. 
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Adapun arti dasar kata ‘urbȗn dalam bahasa Arab adalah meminjamkan 

dan memajukan.
151

 

Secara etimologis ‘urbȗn artinya adalah yang dijadikan perjanjian 

dalam jual beli. Adapun arti terminologisnya adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila 

akad itu mereka lanjutka
152

n, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam 

harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.
153

 

Panjar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang muka, 

persekot, cengkeram sebagai tanda jadi. Sedangkan panjar atau panjer 

dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari 

penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan 

bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli 

membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.
154

 

Menurut Syaikh Suliaman Ahmad Yahya AL-Faifi Jual-beli ‘urbȗn 

adalah seseorang membeli suatu barang dengan menyerahkan sebagaian 

harga (uang muka) kepada si penjual. Jika transaksi berlanjut, uang muka 

tersebut menjadi bagian dari harga barang yang telah disepakati. Namun, 

jika transaksi batal, uang muka itu menjadi milik penjual sebagai hibah 

dari pembeli kepadanya.
155
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Sementara itu menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-  

Shiddieqy, penjualan atau pembelian secara ‘urbȗn, ialah membeli barang 

dengan membayarkan sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai 

uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, 

dihibahkan kepada penjual.
156

 

2. Dasar Hukum (Down Payment) 

Para Ulama juga berbeda pendapat tentang hukum uang muka. Ada 

Ulama yang tidak membolehkan (melarang) dan ada pula Ulama yang 

membolehkannya. Pendapat ulama yang melarang di antaranya adalah 

jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu 

Hanifah dan para muridnya, Imam Malik, dan Imam Syafi‟i.
157

 

Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya bai’ al-‘urbȗn 

termasuk ke dalam jual beli yang fasid (rusak).
158

 Sedangkan Ulama selain 

mazhab Hanafi mengatakan bahwa bai’ al-‘urbȗn adalah jual beli yang 

batal.
159

 Hal ini berdasarkan Hadis yang disabdakan oleh Rasulullah saw 

yang berbunyi sebagai berikut: 

هً بٍنً شيعىيٍ عىنٍ عىمٍركً  ، عىنٍ أىبيًوً، عىنٍ جىدِّ بػىيٍعً  عىنٍ  أىفَّ النَّبَِّ صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى نػىهىى : بو
 )رىكىاهي ابٍني مىاجىو(  الٍعيرٍبىافً  

Artinya: “Dari „Amr bin Syua‟aib dari ayahnya berkata: bahwasannya 

Nabi Muhammad Saw melarang transaksi jual beli urbȗn.” (H.R. 

Ibn Majah) 
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Menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli dengan sistem urbȗn itu 

sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang berkembang). 

Selain itu menurut Dewan Syariah Nasional MUI para Ulama bersepakat 

bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh.
160

 

3. Tujuan Uang Muka (Down Payment) 

Belakangan ini transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka 

banyak diterapkan terutama dalam jual beli yang bersifat pesanan. Jual 

beli yang dalam transaksinya menggunakan uang muka dilakukan dengan 

dasar dalil.  

Tujuan dari diterapkan sistem pembayaran jual beli dengan 

menggunakan uang muka adalah sebagai simbol tanda jadi antara penjual 

dan pembeli yang melakukan pesanan. Sehingga, diantara kedua belah 

pihak baik penjual dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin 

atas transaksi yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar 

meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual beli 

terutama dalam jual beli pesanan.
161

 

4. Standar Uang Muka (Down Payment) 

Menurut kamus bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu 

yang dijadikan sebagai patokan. Dari pengertian tersebut, jika 

digabungkan dengan pengertian Down Payment maka dapat diketahui 

bahwa standar uang muka adalah patokan harga terendah (minimal) yang 
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dijadikan sebagai awal pembelian suatu barang, dengan waktu pelunasan 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.
162

 

Dengan adanya uang muka (Down Payment) rendah akan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki barang yang 

diinginkan. 

5. Uang Muka dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam bahasa arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah 

“al-'urbun” secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar 

(down payment). Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli 

tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang 

menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar 

oleh si pembeli pertama.
163

 

Transaksi dengan sistem uang panjar ini, menjelaskan kepada kita 

bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk membeli, dan sebagai 

jaminan ia memberikan simpanan uang muka yang akan hilang jika ia 

melanggar kontraknya. Tetapi jika ia memenuhi kontrak, maka simpanan 

uang muka tersebut akan dimasukkan kedalam harga pembelian. Selain 

itu, hukum uang muka ini (Down Payment) masih menjadi perdebatan 

antar para imam madzhab dan para ulama. Ada ulama yang 

membolehkan namun banyak juga yang melarangnya dikarenakan ada 

alasan tetentu yang menjadikannya dilarang. 
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a. Pendapat yang membolehkan sistem uang muka (Down Payment) 

Menurut Imam madzhab sebagaimana yang dikutip Enang 

Hidayat yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah 

imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini 

berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan 

sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah 

yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli 

dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan 

terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk 

membeli dengan uang tunai. Jadi, Bai' al-'urbun menurut ulama 

Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan 

dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat 

menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).
164 

Adapun landasan hukum yang dijadikan hujah oleh para ulama 

yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah Firman 

Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah [2] : 275 : 

                           

                           

       

Artinya:“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
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kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.” (QS. Al- Baqarah [2] : 275) 

 

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan 

dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik 

Al-quran maupun hadist yang melarangnya begitu juga dalam bai' 

al-'urbun, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan 

keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut 

secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (mubah lidzatihi).
165

 

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-fiqh Al- Islami wa 

Adillatuhu, jual beli dengan uang muka („urbun) itu sah dan halal 

dilakukan berdasarkan „urf (tradisi yang berkembang). Karena 

dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar 

komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian 

kompensasi bahasya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan 

tidak berjalannya usaha. Selain itu hadits-hadits yang diriwayatkan 

dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakakn pihak yang pro 

maupun yang kontra tidak ada satupun hadits shahih.
166

 

b. Ulama yang tidak membolehkan sistem uang uang muka (down 

payment) 

Kalangan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan 

sistem ini adalah jumhur ulama (mayoritas ulama selain Imam 

Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan 
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para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi’i. Imam Abu hanifah 

beserta para muridnya berpendapat jual beli dengan sistem panjar atau 

uang muka hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli 

tersebut termasuk jual beli yang fasid (rusak). Sebagaimana telah 

disebutkan dalam kitab Fatawa al Safdiy. Lebih jauh lagi Imam 

malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka (down 

payment) termasuk kedalam jual beli yang batal. Senada dengan 

yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd al Baar dalam kitabnya At 

Tahmid. 

Menurut Enang Hidayat dalam bukunya, Abu Umar berkata: 

“Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi‟i, 

Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza’i dan al Laits menyatakan 

bahwa jual beli dengan sistem panjar (bai’ al-urbun) termasuk jual 

beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada 

pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah. 

Oleh karena itu, mereka berpendapat hukum jual beli tersebut adalah 

batal (tidak sah). Adapun ‘illat yang terdapat dalam larang jual beli 

dengan sistem uang muka ini adalah karena terdapat dua syarat yang 

dianggap fasid (rusak), yaitu: 1) Adanya syarat uang muka yang 

sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) 

bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian 
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tidak diteruskan); 2) Mengembalikan barang kepada si penjual, jika 

penjualan dibatalkan.
167

 

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 264 terkait 

dengan ketentuan uang muka adalah: 

a. Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan 

kecuali ditentukan lain dalam akad. 

b. Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan 

jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan.
168

 

E. Utang Piutang (Qardh) 

1. Pengertian Utang Piutang (Qardh) 

  Utang piutang dalam bahasa Arab disebut al-dain. Secara bahasa 

al-dain adalah kata tunggal al-duyūn atau al-adyūn yang memiliki arti 

setiap sesuatu yang tidak ada.
169

 Dan secara terminologi utang piutang 

adalah suatu istilah untuk suatu harta hukmī yang berada dalam 

tanggungan. Dalam bahasa Arab redaksi  kata utang  yaitu dengan 

menggunakan huruf ‘ālā dan piutang mengunakan huruf lām, seperti 

perkataan orang Arab:“’ālayya al-dain”yang artinya aku mempunyai 

hutang dan “lī al-dain”yang artinya aku mempunyai piutang.
170

 

Ulama secara umum mendefinisikan qardh adalah harta yang 

diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman 

tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjamm dan dia harus 
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mengembalikannya dengan nilai yang sama.
171

 

  Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang 

membutuhkan, baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu 

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang 

diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya 

dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah 

ditentukan.172 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 

a. Tulislah nama orang yang memberikan hutang dan nama orang yang 

berhutang. 

b. Tulislah alamat rumah orang yang berhutang. 

c. Tulislah jumlah uang atau benda yang hutangkan. 

d. Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun terjadinya hutang piutang dan kapan 

waktu pengembaliannya. 

e. Berilah tanda terima, baik berbentuk kwitansi atau nota kepada orang 

yang berhutang sebagai ikatan perjanjian yang telah ditanda tangani 

oleh yang berhutang, yang memberikan hutang dan para saksi.
173

 

  Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang 

yang dipinjamkan dari orang lain Sedangkan piutang mempunyai arti uang 

yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).
174

 

  
Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam 

meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 
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Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu 

perjanjian dengan mana       pihak yang satu memberikan kepada pihak yang 

lain suatu jumlah barang- barang tertentu dan habis karena pemakaian, 

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah 

yang sama dari macam keadaan yang sama pula.
175

 

2. Dasar Hukum Utang Piutang 

Utang piutang pada dasarnya hukumnya adalah sunnah, tetapi bisa 

berubah menjadi wajib apabila seseorang yang berhutang sangat 

membutuhkannya, sehingga hutang piutang sering diidentikan sebagai 

tolong menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi: 

                            

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5] : 2) 

 

Dalam hadīts juga Rasulullah Saw. bersabda: 

ىـ الٍعىبٍدي فِ عىوٍفً   أىخًيٍوً ) رىكىاهي الٍميسٍلًمي ( كى اللٌو فِ عىوٍفً الٍعىبٍدً مىا دىا
Artinya: “Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu 

suka menolong saudaranya” (H.R. Muslim). 

Dalam hadīts lain juga Rasulullah Saw. bersabada: 

ا قػىرٍضنا مىرَّتػىيًٍْ اًلاَّ   عىنٍ ابًٍني مىسٍعيوٍدو اىفَّ النَّبِِّ ص.ـ.قىاؿى : مىامًنٍ ميسٍلًمو يػيقٍرًضي ميسٍلًمن
قىتًهىا مىرَّةن. )ركاه البخارل ك مسلم(   كىافى كىصىدى

Artinya: “Dari Ibnu Mas‟ud, sesungguhnya Nabi besar Saw. bersabda 

seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali 
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seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.” (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

 

Pada dasarnya hukum berhutang adalah mubāh (boleh). Akan 

tetapi hukum ini bisa berubah dengan berubahnya kondisi atau keadaan 

orang yang berhutang, seperti haram apabila ia berhutang untuk 

bermaksiat dan berbuat keji. Begitupun hukum memberikan hutang bisa 

berubah menjadi haram apabila ia mengetahui bahwa peminjam akan 

menggunakan harta yang dipinjam untuk berbuat yang melanggar syariat. 

Hal ini sesuai dengan qāidah fiqhiyyah sebagai berikut: 

اًلزَّمىافً كى الٍمىكىافً كى الْىٍاؿً  اًـ بتًػىغىيُّ   تػىغىيػ ري الٍأىحٍكى
“Hukum dapat berubah seiring berubahnya waktu, tempat dan keadaan” 

Walaupun pada dasarnya hukum berhutang adalah boleh, akan tetapi 

Islam sering mengingatkan dan menganjurkan seorang muslim agar 

menahan dirinya agar tidak berhutang. Selain firman Allah Swt, di atas 

terdapat juga dasar hukum terkait berhutang. Hadis merupakan sumber 

hukum kedua setelah Al-Qur‟an yang sangat besar pengaruhnya dalam 

membentuk pemahaman ajaran agama serang Muslim.
176

 Hadis Rasulullah 

Saw. pun mengajarkan umatnya untuk berdoa agar terbebas dari lilitan 

hutang, sebagaimana hadīts yang berbunyi: 

اللٌو صىلَّي اللٌو عىلىيٍوً كى سىلَّمى  عىنٍ أىبً سىعًيٍدو اىلٍْيدٍرمً رىضًي اللٌو عىنٍوي قىاؿى دىخىلى رىسيوٍؿي 
قىاؿى )) قيلٍ إًذىا أىصٍبىحٍتى كى أىمٍسىيٍتً اىللَّهيمَّ إًنِّ أىعيوٍذي بًكى مًنى الٍْىمِّ كى الْىٍزىفً كى أىعيوٍذي 
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غىلىبىةً  بًكى مًنى الٍعىجٍزً كى الٍكىسىلً كى أىعيوٍذي بًكى مًنى الْيٍبًٍْ كى الٍبيخٍلً كى أىعيوٍذي بًكى مًنٍ 
يٍنً كى قػىهٍرً الرِّجىاؿً((  الدَّ

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudri R.A berkata, Rasulullah S.A.W masuk 

masjid dan berkata: ((Bacalah doa apabila engkau berada diwaktu 

pagi maupun petang: Ya Allah, sesungguhnyaaku berlindung 

kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah 

dan malas, kikir dan penakut, lilitan hutang dan penindasan 

orang))”.  

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang 

Rukun utang piutang ada empat, yaitu: 

a. Al-‘āqidāni 

Yang dimaksud dengan al-āqidāni ialah kedua belah pihak 

yang melangsungkan transaksi yaitu pemberi hutang dan penerima 

hutang. Adapun syarat al-āqidāni hendaklah merdeka, bāligh, berakal 

sehat dan rasyīd (cakap bertindak hukum).177 

b. Harta yang diutangkan 

Harta yang dihutangkan memiliki beberapa syarat, yang antara 

lain sebagai berikut: 

1) Hendaklah harta yang diutangkan merupakan māl al-mitsliyyāt 

yaitu harta yang dapat ditakar (makīlāt), harta yang dapat 

ditimbang (mauzūnāt), harta yang dapat diukur (zari’yat), harta 

yang dapat dihitung (adiyyāt).178 
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2) Hendaklah harta yang diutangkan dapat diperjual-belikan, baik itu 

jenis harta makīlāt,mauzūnāt, zari’yat ataupun adiyyāt. Maka atas 

dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa.179 

3) Harta yang dihutangkan hendaklah diketahui kadar dan sifatnya. 

4) Harta yang dihutangkan hendaklah māl al-mutaqawwim (bernilai 

harta) dan dibenarkan oleh syari‟at. 

c. Al-qabdh 

Al-qabdh ialah serah terima. Akad hutang piutang tidak akan sah 

kecuali dengan adanya serah terima, karena dalam praktek transaksi 

hutang piutang merupakan akad tabarru’ dan akad tabarru’ tidak 

sempurna kecuali dengan serah terima. Hal ini sesuai dengan qāidah 

fiqhiyyah yang berbunyi: 

 لاى يىتًم  التَّبػىر عي إًلاَّ بًقىبٍضو 
Artinya: “Tidaklah sempurna akad tabarru‟ kecuali dengan al-Qabdh 

(serah terima)”. 

d. Shīghat 

Akad utang piutang dinyatakan sah dengan adanya ījāb dan 

qabūl. Dan mayoritas fuqaha’ berpendapat bahwa ījāb dan qabūl sah 

dengan lafaz hutang piutang dan dengan semua lafaz yang menunjukan 

maknanya. Seperti: “Aku memberimu hutang” atau “Aku 

menghutangimu” dan diikuti qabūl dari penerima hutang mengucapkan 

“Aku berhutang” atau “Aku menerima”. 
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4. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang dalam Islam 

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah 

ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang 

suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal iya mampu 

untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan 

memperoleh dosa besar.
180

 

a. Hukum Menunda Pembayaran Utang 

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

1) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang 

berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak 

memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang 

memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo. 

2) Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang 

yang berutang memang benar-benar belum mampu membayarnya 

atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan 

untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada 

ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. 

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau 

enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya 

termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai 

perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah). 

b. Dampak Negatif Utang Piutang 
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Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan 

melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut : 

1) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak 

tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang. 

2) Dapat menganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang 

bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang 

berutang menjadi malu. 

3) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati 

(emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan 

yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus. 

4) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa 

dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang 

memberikan utang. 

5) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa 

membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang 

berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti 

mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk 

membayar utangnya tersebut.
181

 

5. Etika Dalam Utang Piutang 

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan 

bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong 

dipinjamkan uang (utang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka 
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waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau 

etika baik dalam utang piutang di masyarakat.
182

 

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut : 

a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang 

mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau 

mengembalikannya. 

b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan 

kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu 

mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu 

penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul 

tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya 

membebaskannya. 

c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat 

dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang 

laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi 

wanita 

d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam 

mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang 

yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih 

peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas 

yang lebih baik. 
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e. Pihak yang berutang apabila mampu membayar pinjaman atau 

utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab 

sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang artinya “melalaikan dalam 

membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat dzalim kepada 

pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.
183

 

6. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Hutang 

a. Denda  

Denda dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan 

hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam 

membayar kewajibannya.
184

 Denda juga dapat diartikan uang ganti 

rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah 

menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo. 

Pendapat para ulama yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI 

tentang pengenaan denda keterlambatan pembayaran dalam syariah 

card, justru ijtihad-lah yang paling dominan yang dijadikan pijakan 

oleh DSN MUI.  

Adapun yang menjadi dasar hukum saksi yang menunda-nunda 

pembayaran atau denda ini terdapat dalam Al-Qur‟an, yaitu firman 

Allah Swt. dalam Surat Al-Maidah [5] : 1 : 

                          

                        
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 

dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5] : 1) 

 

Kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi 

untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh 

pihak yang membuat  persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima 

karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat 

dalam melaksanakan kewajibannya.  

Para Ulama berbeda persepsi dalam memberikan interpreatasi 

terhadap penerapan hukum denda ini. Kelompok yang sependapat 

dibolehkannya hukuman denda ini adalah mayoritas yang bermazhab 

Maliki, dan ulama-ulama Hambali dan Imam Syafi‟i dalam Qaul 

Qadim-nya  serta Khulafaur Rasyidin dan pembesar-pembesar 

sahabat. Termasuk yang cndng terhadap pendapat ini adalah Abu 

Yufus dari Mazhab Hanafi.
185

 

Sebagaian ulama Hanafiyah, yaitu Abu Yusuf mentakwilkan 

bahwa mengambil dan menyita harta benda sebagai hukuman denda 

hanya sebagai barang tanggungan atau jaminan sampai dia jera dan 

tidak mengulangi perbuatannya.
186

 

Kelompok ulama yang tidak setuju diterapkannya hukum 

denda adalah mereka yang tidak sependapat dengan Imam Abu 
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Press, 2), 59. 
186
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Hanifah, Imam Syafi‟i dan Qaul Jadidnya ulama-ulama Hambali dan 

sebagian ulama-ulama Maliki.  Pendapat mereka didasarkan pada 

Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah [2] : 188 : 

                       

                      

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 188) 
 

Hukuman denda itu identik dengan memakan harta rang lain  

dengan jalan yang batil karena tidak ada serah terima yang sama-sama 

rida di antara keduanya, sedangkan memakan harta secara batil itu 

dilarang. Maka hukuman denda itu dilarang. 

b. Pencemaran Nama Baik 

Sebenarnya secara umum, perbuatan mencemarkan nama baik 

danatau penghinaan dapat dijerat Pasal 310 KUHPerdata: 

1) Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran 

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana 

denda paling banyak Rp 4.500,00,- (Empar Ribu Lima Ratus 

Rupiah). 
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2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka 

diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling 

banyak Rp 4.500,00,- (Empar Ribu Lima Ratus Rupiah). 

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemeran tertulis, jika 

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 

terpaksa untuk membela diri.
187

 

7. Berakhirnya Perjanjian Utang Piutang 

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang 

disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi 

utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang 

wajib menyegerakan melunasi utangnya. Sebagaimana dalam firman Allah 

Swt, dalam QS. Al-isra‟ [17] ayat 34: 

                          

            

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra” [17] : 34) 
 

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah 

suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah 

mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung 
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jawaban baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai masalah utang piutang 

maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu : 

a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang  

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada didalam 

kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang 

dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang 

yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya.  

Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah 

jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk 

melunasi utangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berutang jika dalam 

keadaan darurat, missal jika berutang maka dia akan meninggal dunia, 

dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak 

mampu melunasi hutangnya tersebut.
188

 

b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang.  

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang 

baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. 

Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya 

maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajin mengembalikan 

dengan sejumlah uang yang sama(misli), bukan uang yang 

diterimanya. 

c. Melebihkan Pembayaran  
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Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima 

menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan 

kelebihan yang diperjanjikan. Akad qardh termasuk ke dalam akad  

tabarru’, karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang 

dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran 

utang, nabi telah mengajurkan agar seseorang menyegerakan 

pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang 

yang mampu, termasuk kedzaliman. 
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